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ABSTRAK  

VIVI AMELYA NOLA (2025):  Analisis Yuridis Putusan Hakim 

Tentang Pelanggaran Hak Cipta 

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 

96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN 

Jkt.Pst)  

 

Perlindungan Hak Cipta pada suatu karya cipta sangatlah penting, karena 
terdapat hak-hak pencipta yang dilindungi di dalam nya, seperti kasus pada 

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN 
Jkt.Pst yang menyatakan bahwa seorang individu bernama Hasan Azhari alias 
Arman Chasan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap 

PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Nadiem Anwar Makarim. Gugatan ini 
dilayangkan karena penggugat mengklaim bahwa konsep layanan pemesanan ojek 

secara online, yang diimplementasikan oleh Gojek, adalah hasil karya cipta 
miliknya. Penggugat mengaku telah menciptakan ide tersebut sebelumnya dan 
menuduh pihak tergugat melanggar hak cipta atas karya tersebut. Dalam gugatan 

tersebut, Hasan Azhari menuntut ganti rugi dengan nilai yang fantastis, yaitu 
sebesar Rp49,1 triliun. Ia menyatakan bahwa pelanggaran hak cipta ini telah 

menyebabkan kerugian besar bagi dirinya, baik secara materiil maupun 
immateriil. Penggugat merasa bahwa hak moral dan hak ekonomi atas karyanya 
telah dilanggar oleh pihak tergugat. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis yuridis Putusan Hakim 
tentang Gugatan Pelanggaran Hak Cipta (Studi kasus Putusan Perkara Nomor 

96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst) dan juga mengetahui pertimbangan 
Hakim dalam menentukan Pelanggaran Hak Cipta yang ada pada Putusan Perkara 
Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst, dan akibat hukum atas dugaan 

Pelanggaran Hak Cipta dalam Putusan Perkara tersebut.  
Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research) dengan 

pendekatan masalah menggunakan pendekatan studi kasus. Bersumber dari data 
sekunder yakni buku-buku terkait pembahasan pada penelitian ini, dan peraturan 
perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu Putusan 
Mahkamah Agung Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst dan Undang-Undang 
Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam putusan hakim menyatakan 

bahwa dugaan pelanggaran hak cipta dinyatakan tidaklah terbukti adanya dugaan 
menggunakan atau menyalin karya tersebut dan Pengadilan juga memutuskan 

bahwa tidak ada cukup bukti bahwa karya Hasan dilanggar oleh GoTo atau 
Nadiem sehingga tidak timbul akibat hukum terhadap pihak yang tergugat. Maka 
sebaliknya penggugat menanggung kerugian berupa biaya perkara dan kehilangan 

peluang untuk mendapat pengakuan atau ganti rugi. 
 

Kata Kunci: Pelanggaran, Hak Cipta, Pertimbangan Hakim, Putusan. 

 



 
 

ii 
 

 

KATA PENGANTAR  

A issailaimu’ailaiikum Wairaihmaitullaihi Waibairaikaituh 
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Nyai penulis dapat dengan mudah meyelesaikan karya ilmiah ini, dan shalawat 

serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi junjungan Alam yakni Nabi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Karya seni, sastra, maupun hasil-hasil kreasi di bidang ilmu 

pengetahuan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi tersebut 

sangat penting bagi para kreator untuk tetap kreatif dan inovatif dalam 

berkarya. Apalagi, seorang seniman sebagai salah satu kreator juga adalah 

manusia biasa yang membutuhkan makanan dan kebutuhan pokok lainnya, 

termasuk juga memenuhi kebutuhan hidup bagi keluarga apabila seniman 

tersebut merupakan tulang punggung keluarga. Hasil karya kreator di bidang 

seni, sastra, dan ilmu pengetahuan dikenal juga dengan Ciptaan yang 

menghasilkan Hak Cipta. Apabila Hak Cipta terpenubi secara maksimal, maka 

seniman akan merasakan keadilan dan kesejahteraan yang cukup. 

Kesejahteraan yang baik dapat mendukung proses kreatif yang dilakukan oleh 

seniman.1  

Salah satu aspek yang penting dalam hukum bisnis adalah yang disebut 

sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) 

merujuk pada hak yang timbul dari ide-ide dan pemikiran manusia, yang 

menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi masyarakat. Proses 

pemikiran ini menghasilkan intelektualitas, di mana individu yang mampu 

berpikir secara rasional dan menggunakan logika disebut sebagai orang 

                                                 
1
 Sujana Donandi S, Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia (Intellectual Property 

Rights Law In Indonesia) , (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 18 
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terpelajar.  Mereka   merupakan   bagian dari   kelompok ntelektualitas   yang 

bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan melayani kepentingan manusia, 

dikenal sebagai kaum cendekiawan. Hal ini berkaitan erat dengan berbagai 

aspek lain dalam hukum, seperti teknologi, ekonomi, dan seni. Adanya aspek-

aspek ini memicu berbagai kegiatan dari masyarakat Indonesia yang ingin 

menciptakan karya seni bernilai.2 

Berbagai potensi yang ada dan telah dikembangkan oleh masyarakat 

Indonesia meliputi kerajinan tangan seperti batik, patung, lagu-lagu tradisional, 

tarian-tarian tradisional, serta aspek kebudayaan lainnya. Dalam konteks ini, 

Negara perlu memberikan perlindungan terhadap berbagai karya seni dan 

kerajinan tangan tersebut. Regulasi terkait karya seni dan kerajinan tangan di 

Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta.3 

Hak cipta adalah hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atau penerima 

hak untuk mengumumkan atau menduplikasi karya ciptaannya, atau 

memberikan izin untuk hal tersebut, sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Hak cipta secara tegas diberikan kepada pencipta, baik itu terkait 

dengan barang, karya seni, maupun hal lainnya. Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak 

eksklusif yang secara otomatis diberikan kepada pencipta setelah karyanya 

                                                 
2
 Syafrinaldi, Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era 

Globalisasi, (Pekanbaru: URI Press, 2011), h. 13.  
3
 Heri, Sosialisasi HAKI dan Penegakannya menuju bisnis beretika , (Yogyakarta: 

Aggregator Batik News, 2007) h. 1 
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diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan yang telah 

diatur dalam peraturan perundang-undangan.4 

Hak cipta merupakan salah satu aspek dari hak kekayaan intelektual. 

Konsep hak kekayaan intelektual bukanlah hal baru di Indonesia, karena sejak 

masa pemerintahan Hindia Belanda telah ada undang-undang yang mengatur 

hal tersebut. Undang-undang tersebut sebagian besar mengadopsi peraturan 

perundang-undangan Hindia Belanda yang berlaku di Belanda dan 

diberlakukan di Indonesia sebagai koloni Belanda, berdasarkan prinsip 

konkordansi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta, Pasal 40 ayat (1) mencantumkan bahwa  

―Ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra 

mencakup beberapa poin diantaranya yaitu: 5 
1. Buku, brosur, publikasi karya tulis yang dipublikasikan, dan semua jenis 

karya tulis lainnya;  

2. Ceramah, pengajaran, pidato, dan jenis karya lainnya;  
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;  
4. Musik dan/atau komposisi musik dengan atau tanpa lirik;  
5. Drama, pertunjukan musikal, tari, koreografi, wayang, dan seni mimik;  

6. Karya seni visual dalam berbagai bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 
kaligrafi, pahatan, patung, atau kolase;  

7. Karya seni terapan;  
8. Desain arsitektur;  
9. Peta;  

10. Karya seni batik atau motif seni lainnya;  
11. Fotografi;  

12. Potret;  
13. Karya sinematografi;  
14. Terjemahan, tafsir, ringkasan, rangkaian karya, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi, dan karya lainnya dari hasil transformasi;  
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi 

budaya tradisional;  

                                                 
4
 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta pasal 1 ayat 1 

5
 Taryana Soenandar, Perlindungan Hak Milik Intelektual Di Negara-Negara Asean, 

(Jakarta: Sinar Grafika, 1996)., h. 46 
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16. Kompilasi karya atau data, baik dalam format yang dapat diakses oleh 

komputer atau media lainnya;  
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya asli;  

18. Permainan video 
19. Program komputer 

Hak eksklusif merujuk pada hak khusus yang dimiliki oleh pemegang 

dan pemilik hak cipta untuk secara bebas mengelola penggunaan hak cipta 

tersebut, sedangkan orang atau entitas lain tidak diizinkan untuk menggunakan 

hak cipta tanpa izin dari pemegang hak cipta. Di Indonesia, hak eksklusif 

pemegang hak cipta mencakup berbagai kegiatan seperti menerjemahkan, 

mengadaptasi, merancang ulang, mengubah bentuk, menjual, menyewakan, 

meminjamkan, mengimpor, memamerkan, menayangkan, merekam, dan 

menyebarkan suatu karya kepada publik melalui berbagai media.6 

 Program komputer dan karya tulis mulai dilindungi di Indonesia sejak 

adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, dalam undang-undang ini 

diadakan penambahan atau penegasan ciptaan yang dilindungi yang merupakan 

ruang lingkup hak cipta termasuk didalamnya yaitu program komputer hal ini 

sebagai konsekuensi dari keikutsertaan Indonesia sebagai anggota WTO maka 

Indonesia harus menyesuaikan segala peraturan dibidang HAKI dengan standar 

TRIP’s (Trade Related Aspec Of Intellectual Property Right).7  

Penambahan program komputer atau computer programs didasarkan 

atas pertimbangan bahwa program komputer atau computer programs pada 

                                                 
6
 Haris munandar dan Sally Sitanggang, Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual, hak 

cipta, Paten, Merek dan Seluk beluknya , (Jakarta: Air Langga, 2008), h.16  

 
7
 Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. ―Perlindungan Hukum 

Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram.‖ Semarang Law Review 

(SLR) Volume 3, Nomo 2 (2022), h. 13. 
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dasarnya juga merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan. Dalam 

rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan dengan memperhatikan 

semakin pentingnya peranan dan penggunaan komputer dan karya tulis maka 

dalam pentingnya pengembangan kemampuan nasional khususnya di bidang 

pembuatan program komputer dan karya tulis, dipandang tepat untuk mulai 

memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta tersebut.8 

Untuk dapat menjamin kelanjutan perkembangan Hak Kekayaan 

Intelektual dan juga untuk menghindarkan kompetisi yang tidak layak atau 

unfair competition jelas diperlukan suatu perlindungan yang layak berupa 

perlindungan yang diberikan suatu hak monopoli tertentu kepada pihak 

pencipta atau pihak penemu. Pencipta atau pemegang hak cipta boleh 

mengeksploitasi ataupun memonopoli untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu terhadap hasil 

ciptaannya dan sudah tentu ia bebas mengalihkannya kepada orang lain. Oleh 

karena itu, karya-karya cipta tadi sebagai hak ekslusif dilindungi oleh hukum 

dari tindakan yang melawan hukum. Jika tidak ada perlindungan hukum 

terhadap hak cipta maka para pencipta tidak akan menciptakan suatu karya 

baru lagi.9 

Umumnya, hak cipta yang dilanggar jika materi hak cipta tersebut 

digunakan tanpa ijin dari pencipta yang mempunyai hak eksklusif atas 

ciptaannya. Untuk terjadinya pelanggaran, harus ada kesamaan antara dua 

                                                 
 

8
 Rahmadi Usman, Hukum Kekayaan Intelektual Perlindungan dan Dimensi Hukumnya 

di Indonesia, (Bandung: PT. Alumni, 2018), h. 63  

 
9
 Soedjono Djirdjosisworo, Hukum Perusahaan mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual 

(Hak Cipta, Hak Paten, Hak Merek) , (Bandung: CV Mandar Maju, 2014), h.3  
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ciptaan yang ada. Namun, pencipta dan pemegang hak cipta harus 

membuktikan bahwa karyanya telah dijiplak, atau karya lain tersebut berasal 

dari karyanya. Hak cipta tidak dilanggar jika karya-karya sejenis diproduksi 

secara independen, dalam hal ini masing-masing pencipta akan memperoleh 

hak cipta atas karya mereka.10 

Perlindungan Hak Cipta pada suatu karya cipta sangatlah penting, 

karena terdapat hak-hak pencipta yang dilindungi di dalam nya, seperti kasus 

pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 96/Pdt.Sus-Hak 

Cipta/2022/PN Jkt.Pst yang berisikan seorang individu bernama Hasan Azhari 

alias Arman Chasan mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 

terhadap PT. GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Nadiem Anwar Makarim. 

Gugatan ini dilayangkan karena penggugat mengklaim bahwa konsep layanan 

pemesanan ojek secara online, yang diimplementasikan oleh Gojek, adalah 

hasil karya cipta miliknya. Penggugat mengaku telah menciptakan ide tersebut 

sebelumnya dan menuduh pihak tergugat melanggar hak cipta atas karya 

tersebut. Dalam gugatan tersebut, Hasan Azhari menuntut ganti rugi dengan 

nilai yang fantastis, yaitu sebesar Rp49,1 triliun. Ia menyatakan bahwa 

pelanggaran hak cipta ini telah menyebabkan kerugian besar bagi dirinya, baik 

secara materiil maupun immateriil. Penggugat merasa bahwa hak moral dan 

hak ekonomi atas karyanya telah dilanggar oleh pihak tergugat. 

Dalam putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa penggugat tidak 

mampu membuktikan klaimnya bahwa konsep layanan pemesanan ojek online 

                                                 
 

10
 Tim Lindsey, et.al,ed, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung: PT. 

Alumni, 2005), h. 122. 
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adalah karya cipta orisinal miliknya. Selain itu, penggugat juga dinilai tidak 

dapat membuktikan adanya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh PT 

GoTo Gojek Tokopedia Tbk dan Nadiem Anwar Makarim. Oleh karena itu, 

gugatan dinyatakan tidak memiliki dasar hukum yang cukup kuat dikarenakan 

hanya sebatas ide dan gagasan.  

Meneliti kasus ini penting karena memberikan pemahaman yang 

mendalam mengenai batasan perlindungan hak cipta, terutama dalam konteks 

hukum Indonesia, yang secara tegas membedakan antara ide atau gagasan dan 

karya konkret. Dalam hukum hak cipta, ide atau konsep tidak dapat dilindungi 

hingga diwujudkan dalam bentuk karya nyata, seperti tulisan, gambar, atau 

program komputer. Studi atas kasus ini dapat membantu menjelaskan 

bagaimana pengadilan menilai dan menetapkan apakah suatu gagasan sudah 

cukup konkret untuk dianggap sebagai karya yang dilindungi. Selain itu, hal ini 

memberikan kejelasan bagi para kreator, inovator, dan pelaku usaha agar 

memahami cara melindungi hasil karyanya secara hukum dan menghindari 

klaim pelanggaran yang tidak berdasar.11 

Berdasarkan paparan penulis di atas tersebut maka penulis menggangap 

hal ini penting untuk diteli mengenai ―ANALISIS YURIDIS PUTUSAN 

HAKIM TENTANG GUGATAN PELANGGARAN HAK CIPTA (Studi 

Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst)”. 

 

 

                                                 
 

11
 Asma Karim, "Kepastian Hukum Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Gojek-PT 

Aplikasi Karya Anak Bangsa (Studi Kasus Perkara Nomor 86/Pdt.Sus -HKI/Cipta/2021/PN Niaga 

Jkt.Pst)", Jurnal Serambi Hukum, Volume 16, Nomor 2 (2023), h. 145 
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B. Batasan Masalah  

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya 

penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih 

terarah. Pembahasan proposal penelitian ini akan dibatasi dan berfokus pada 

Analisis Yuridis Putusan Hakim Tentang Gugatan Pelanggaran Hak Cipta 

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst). 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan yang penulis kemukakan diatas maka 

selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu:  

1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Hakim Tentang Gugatan Pelanggaran 

Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak 

Cipta/2022/PN Jkt.Pst)? 

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pelanggaran hak 

cipta yang ada pada Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak 

Cipta/2022/PN Jkt.Pst dan akibat hukum atas dugaan pelanggaran hak 

cipta dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN 

Jkt.Pst ? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, adapun 

tujuan penelitian ini antara lain: 
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a. Untuk menganalisis analisis yuridis Putusan Hakim Tentang Gugatan 

Pelanggaran Hak Cipta (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 

96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst) 

b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutuskan 

pelanggaran hak cipta yang ada pada Putusan Perkara Nomor 

96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst dan akibat hukum atas dugaan 

pelanggaran hak cipta dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak 

Cipta/2022/PN Jkt.Pst 

2. Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian yang telah disebutkan, 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

a. Manfaat Teoritis   

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu hukum bisnis khususnya dalam permasalahan yang berhubungan 

dengan analisis yuridis putusan hakim tentang gugatan pelanggaran 

hak cipta pada Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN 

Jkt.Pst 

b. Manfaat Praktis 

c. Untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pelanggaran 

hak cipta yang ada pada Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak 

Cipta/2022/PN Jkt.Pst dan akibat hukum atas dugaan pelanggaran hak 
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cipta dalam Putusan Perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN 

Jkt.Pst. 

d. Manfaat Akademis  

Dalam penelitian ini adalah sebagai media referensi bagi peneliti 

selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian 

yang sama dan sebagai perbandingan aturan yang sifatnya objektif. 
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BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

 

A. Kerangka Teori 

1. Teori Kepastian Hukum  

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum 

harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan 

perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak 

sewenangwenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum ini adalah 

asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum 

umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama 

dalam konsep rule of law atau negara hukum.12 

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah 

peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. 

Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis 

sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga 

tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang 

ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai 

kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan 

yang sesuai dengan aturan hukum.13 Berbagai ahli memberikan definisi yang 

berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu: 

                                                 
 

12
 Erik Claes, Wouter Devroe, dan Bert Keirsblick, Facing the Limits of the Law 

(Singapore: Springer, 2009), h. 92–93. 

 
13

 Zainal Asikin, Mengenal Filsafat Hukum (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), h. 46-

47 
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a. Utrecht  

 Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama 

adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang 

individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. 

Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang 

individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan 

yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh 

dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang 

individu.17  

b. Jan M. Otto 

 Jan M. Otto meinjeilaskan aturan hukum yang mampu meinciptakan 

keipastian hukum ialah hukum yang lahir meilalui dan dapat meinceirminkan 

budaya yang ada di masyarakat. Teiori keipastian hukum yang 

dikeimukakan oleih Jan M. Otto dapat diseibut seibagai keipastian hukum 

yang seibeinarnya atau reialistic leigal ceirtainly, artinya keipastian hukum 

teirseibut dapat meinsyaratkan bahwa ada keiharmonisan yang hadir di antara 

neigara deingan rakyat yang meimiliki orieintasi seirta meimahami sisteim 

hukum neigara teirseibut.14 

 Meinurut peindapat dari Jan Michieil Otto, keipastian hukum yang 

seisungguhnya dapat leibih beirdimeinsi yuridis. Akan teitapi, teirbatas pada 

lima situasi yang teilah dijeilaskan di atas. Jan M. Otto pun beirpeindapat, 

bahwa hukum haruslah diteigakan oleih instansi peineigak hukum yang 

                                                 
 

14
 Jan Michiel Otto, ―Rule of Law Promotion, Land Tenure and PovertyAlleviation: 

Questioning the Assumptions of Hernando de Soto,‖ Hague Journal of Rule of Law Volume 1, 

Nomor 1 (2009), h. 173 
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meimiliki tugas untuk dapat meinjamin keipastian hukum itu seindiri, deimi 

teigaknya keiteirtiban maupun keiadilan yang hadir dalam hidup masyarakat. 

c. Sudikno Meirtokusumo  

 Sudikno Meirtokusumo meingungkapkan bahwa keipastian hukum 

adalah seibuah jaminan agar hukum dapat beirjalan deingan seimeistinya, 

artinya deingan keipastian hukum individu yang meimiliki hak adalah yang 

teilah meindapatkan putusan dari keiputusan hukum itu seindiri. Sudikno pun 

meinjeilaskan, bahwa meiskipun keipastian hukum beirkaitan eirat deingan 

keiadilan akan teitapi hukum seirta keiadilan itu seindiri adalah dua hal yang 

beirbeida. Hukum meimiliki sifat-sifat beirupa umum, meingikat seitiap 

individu, meinyamaratakan, seidangkan keiadilan seindiri meimiliki sifat yang 

beirbeida yaitu subyeiktif, individualistis seirta tidak meinyamaratakan. Dari 

sifat yang ada pada hukum dan keiadilan itu seindiri, dapat dilihat deingan 

jeilas bahwa keiadilan dan hukum adalah hal yang beirbeida.15 

Teiori keipastian hukum meirupakan salah satu dari tujuan hukum dan 

dapat dikatakan bahwa keipastian hukum meirupakan bagian dari upaya untuk 

dapat meiwujudkan keiadilan. Keipastian hukum seindiri meimiliki beintuk nyata 

yaitu peilaksanaan maupun peineigakan hukum teirhadap suatu tindakan yang 

tidak meimandang siapa individu yang meilakukan. Meilalui keipastian hukum, 

seitiap orang mampu meimpeirkirakan apa yang akan ia alami apabila ia 

meilakukan suatu tindakan hukum teirteintu. Keipastian hukum pun dipeirlukan 

                                                 
 

15
 Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, ―Pemahaman terhadap Asas Kepastian 

Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum,‖ Crepido Volume 1, Nomor 1, (2019): 

h. 13  
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guna meiwujudkan prinsip-prinsip dari peirsamaan dihadapan hukum tanpa 

adanya diskriminasi. Dari kata keipastian, meimiliki makna yang eirat deingan 

asas keibeinaran.36 Artinya, kata keipastian dalam keipastian hukum meirupakan 

suatu hal yang seicara keitat dapat disilogismeikan deingan cara leigal formal.16 

Deingan keipastiian hukum, maka akan meinjamiin seiseiorang dapat 

meilakukan suatu peiriilaku yang seisuaii deingan keiteintuan dalam hukum yang 

beirlaku dan beigiitu pula seibaliiknya. Tanpa adanya keipastiian hukum, maka 

seiorang iindiiviidu tiidak dapat meimiiliikii suatu keiteintuan baku untuk 

meinjalankan suatu peiriilaku. Seijalan deingan tujuan teirseibut, maka Gustav 

Radbruch pun meinjeilaskan bahwa keipastiian hukum meirupakan salah satu 

tujuan darii hukum iitu seindiirii.17 

 

2. Perlindungan Hak Cipta  

Hak ciipta adalah hak eiksklusiif atau hak yang hanya diimiiliikii sii 

peinciipta atau peimeigang hak ciipta untuk meingatur peinggunaan hasiil karya 

atau hasiil olah gagasan atau iinformasii teirteintu. Pada dasarnya, hak ciipta 

meirupakan ―hak untuk meinyaliin suatu ciiptaan‖, atau hak untuk meiniikmatii 

suatu karya seicara sah. Hak ciipta seikaliigus juga meimungkiinkan peimeigang 

hak teirseibut untuk meimbatasii peimanfaatan, dan meinceigah peimanfaatan 

seicara tiidak sah, atas suatu ciiptaan. Meingiingat hak eiksklusiif iitu meingandung 

niilaii eikonomiis yang tiidak seimua orang biisa meimbayarnya, maka untuk 

adiilnya hak eiksklusiif dalam hak ciipta meimiiliikii masa beirlaku teirteintu yang 

                                                 
 

16
 Fathul Hamdani et al., ―Fiksi Hukum: Idealita, Realita, dan Problematikanya di 

Masyarakat,” Primagraha Law Review Volume 1, Nomor 2 (2023), h. 71–83. 

 
17

 Chairul Arrasjid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008), h. 160 
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teirbatas.18 

Meinurut Patriiciia Loughan, hak ciipta meirupakan beintuk keipeimiiliikan 

yang meimbeiriikan peimeigangnya hak eiksklusiif untuk meingawasii peinggunaan 

dan meimanfaatkan suatu kreiasii iinteileiktual, seibagaiimana kreiasii yang 

diiteitapkan dalam kateigorii hak ciipta, yaiitu keisastraan, drama, musiik dan 

peikeirjaan seinii seirta reikaman suara, fiilm, radiio dan siiaran teileiviisii, seirta karya 

tuliis yang diipeirbanyak meilaluii peirbanyakan (peineirbiitan). Leibiih lanjut 

McKeiough & Steiwart meinjeilaskan bahwa peirliindungan hak ciipta meirupakan 

suatu konseip diimana peinciipta (artiis, musiisii, peimbuat fiilm) yang meimiiliikii hak 

untuk meimanfaatkan hasiil karyanya tanpa meimpeirboleihkan piihak laiin untuk 

meiniiru hasiil karyanya teirseibut.19 

Leibiih lanjut McKeiough & Steiwart meinjeilaskan bahwa peirliindungan 

hak ciipta meirupakan suatu konseip diimana peinciipta (artiis, musiisii, peimbuat 

fiilm) yang meimiiliikii hak untuk meimanfaatkan hasiil karyanya tanpa 

meimpeirboleihkan piihak laiin untuk meiniiru hasiil karyanya teirseibut.20 Deifiiniisii 

yang diibeiriikan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 teintang Hak Ciipta, 

yang meimbeiriikan peingeirtiian hak ciipta bahwa ―Hak ciipta meirupakan seibuah 

hak eiksklusiif peinciipta diimana hak iinii tiimbul seicara priinsiip deiklaratiif seiteilah 

suatu ciiptaan diiwujudkan dalam beintuk nyata tanpa meingurangii peimbatasan 

seisuaii deingan keiteintuan peiraturan peirundang-undangan‖.21 

                                                 
18

 Munandar, Mengenal HAKI, Hak Kekayaan Intelektual , (Jakarta: Esensi, 2008), h. 14 
19

 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: Alumni, 2014), Cet, Ke-4, h.37. 
20

 Afrillyanna Purba, Trips-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak 

Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 19  

 
21

 Callesta Aydelwais, dkk,‖ Penyelesaian Sengketa Hak Cipta antara Pencipta Lagu dan 

Penyanyi‖, Jurnal USM Law Review, Volume 6, Nomor 2 (2023), h. 870  
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Seicara hakiikii hak ciipta teirmasuk hak miiliik iimmateiriial kareina 

meinyangkut iidei, gagasan peimiikiiran, maupun iimajeinasii darii seiseiorang yang 

diituangkan dalam beintuk karya ciipta, seipeirtii buku iilmiiah, karangan sastra, 

maupun karya seinii. Diisampiing iitu dalam hak ciipta juga diikeinal adanya 

beibeirapa priinsiip dasar, yaiitu:22  

1. Yang diiliindungii hak ciipta adalah iidei yang teilah teirwujud dan aslii 

(oriisiinal).  

2. Hak ciipta tiimbul deingan seindiiriinya (otomatiis).  

3. Hak ciipta marupakan hak yang diiakuii hukum (leigal riight) yang harus 

diibeidakan darii peinguasaan fiisiik suatu ciiptaan.  

4. Hak ciipta bukan hak mutlak (absolut). 

Adapun peingeirtiian darii peinciipta adalah seiorang atau beibeirapa orang 

yang seicara seindiirii-seindiirii atau beirsama-sama meinghasiilkan suatu ciiptaan 

yang beirsiifat khas dan priibadii.23 Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2014 teintang Hak Ciipta, yang diianggap seibagaii peinciipta, yaiitu orang 

yang namanya:  

1. Diiseibut dalam ciiptaan.  

2. Diinyatakan seibagaii peinciipta pada suatu ciiptaan.  

3. Diiseibut dalam surat peincatatan ciiptaan dan/atau,  

4. Teircantum dalam daftar umum ciiptaan seibagaii peinciipta.  

                                                 
22

 Iswi Hariyani, Buku Pintar HAKI dan Warisan Budaya , (Yogyakarta: UGM Press, 

2018), h. 45.   
23

 Henry Soelistyo, Hak Cipta Tanpo hak Moral, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 

2011), h.64-65.  
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Dalam hal ciiptaan teirdiirii atas beibeirapa bagiian teirseindiirii yang 

diiciiptakan 2 (dua) orang atau leibiih, yang diianggap seibagaii peinciipta yaiitu 

orang yang meimiimpiin dan meingawasii peinyeileisaiian seiluruh ciiptaan. Namun 

apabiila orang yang meimiimpiin dan meingawasii ciiptaan iitu tiidak ada maka 

yang diianggap seibagaii peinciipta yaiitu orang yang meinghiimpun ciiptaan deingan 

tiidak meingurangii hak ciipta masiingmasiing atas bagiian ciiptaanya. Dalam hal 

ciiptaan yang diirancang oleih seiseieiorang dan diiwujudkan seirta diikeirjakan oleih 

orang laiin diibawah peingawan oleih siipeirancang maka yang diianggap peinciipta 

adalah orang yang meirancang.24  

 

3. Bentuk Perlindungan Hukum Hak Cipta  

Meinurut Phiiliipus M. Hadjon meinyeibutkan bahwa ada 2 beintuk darii 

peirliindungan hukum bagii masyarakat, yaiitu seibagaii beiriikut:25  

a. Peirliindungan Hukum Preiveintiif 

Peirliindungan hukum iinii meirupakan peirliindungan hukum yang 

diibeiriikan oleih peimeiriintah deingan tujuan untuk meinceigah seibeilum teirjadiinya 

suatu peilanggaran. Hal teirseibut diimuat dii dalam peiraturan peirundang-

undangan deingan maksud untuk meinceigah suatu peilanggaran seirta 

meimbeiriikan rambu-rambu atau batasan untuk meilakukan suatu keiwajiiban. 

Peimeiriintah meimbeiriikan keiseimpatan bagii rakyat untuk meingutarkan 

keibeiratannya seibeilum peimeiriintah meingeisahkan suatu keiputusan.  

 

                                                 
24

 Ibid, h. 65. 
25

 Philips M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Raykat di Indonesia, (Surabaya: Bina 

Ilmu, 1987), h. 1  
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b. Peirliindungan Hukum Reipreisiif  

Peirliindungan hukum iinii meirupakan peirliindungan hukum akhiir diimana 

peimbeiriian sanksii seipeirtii deinda, peinjara, atau hukuman tambahan yang 

diibeiriikan apabiila sudah teirjadii atau teilah diilakukan suatu peilanggaran. 

4. Pengertian Hak Cipta  

Hak Ciipta meirupakah salah satu jeiniis hak keikayaan iinteileiktual. 

Beirbeida deingan hak keikayaan iinteileiktual laiinnya (seipeirtii patein, yang 

meimbeiriikan hak monopolii atas peinggunaan iinveinsii), Hak Ciipta justru 

meirupakan hak untuk meinceigah orang laiin meilakukan seisuatu.26 Iistiilah hak 

ciipta peirtama kalii diiusulkan oleih Moh. Syah pada Kongreis Keibudayaan dii 

Bandung tahun 1951 seibagaii peinggantii iistiilah hak peingarang yang diianggap 

kurang luas cakupan peingeirtiiannya.27 

Peingeirtiian Hak Ciipta keimudiian leibiih jeilas diiatur dii dalam Pasal 1 

butiir 1 Undang-Undang Hak Ciipta, yang meimbeiriikan peingeirtiian:  

“Hak ciipta adalah hak eiksklusiif peinciipta yang tiimbul seicara otomatiis 

beirdasarkan priinsiip deiklaratiif seiteilah suatu ciiptaan diiwujudkan dalam 
beintuk nyata tanpa meingurangii peimbatasan seisuaii keiteintuan peiraturan 

peirundang-undangan.” 
 

Meinurut Patriiciia Loughlan, hak ciipta meirupakan seibuah beintuk 

keipeimiiliikan yang meimbeiriikan peimeigangnya hak eiksklusiif, meingawasii 

peinggunaan dan meimanfaatkan suatu kreiasii iinteileiktual, seibagaiimana kreiasii 

yang diiteitapkan dalam kateigorii hak ciipta, yaiitu keisusastraan, drama, musiik 

dan peikeirjaan seinii seirta reikaman suara, fiilm, radiio dan siiaran teileiviisii, seirta 

                                                 
26

 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights),  

(Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015), h. 43. 
27

 Ajip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982, Pandangan Seorang Awam, (Jakarta: 

Djambatan, 1984), h. 3 
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karya tuliis yang diipeirbanyak meilaluii peirbanyakan (peineirbiitan).28 

5. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta  

Seingkeita atau konfliik dalam kamus beisar bahasa Iindoneisiia beirartii 

peirteintangan. Seingkeita meirupakan seibuah konfliik yang beirkeimbang dan 

keimudiian beirubah hiingga meinjadii seingkeita jiika ada piihak meirasa diirugiikan 

atau rasa tiidak puas baiik seicara tiidak langsung keipada piihak peinyeibab darii 

keirugiian. Seingkeita meingeinaii Hak Ciipta iinii teirjadii apabiila adanya piihakpiihak 

yang meilakukan peirbuatan peilanggaran atas Hak Ciipta yang seibagaiimana 

diiatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 teintang Hak Ciipta.29  

Peilanggaran teirhadap hak ciipta iinii meingakiibatkan keirugiian bagii 

peinciipta dan peimeigang hak ciipta kareina hak ciipta meirupakan hak eiksklusiif 

yang teirdiirii darii hak moral dan hak eikonomii. Salah satu peilanggaran 

meingeinaii hak ciipta teirdapat dii dalam pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak 

Ciipta Tahun 2014 bahwa ―Seitiiap Orang tanpa iiziin Peinciipta atau Peimeigang 

Hak Ciipta diilarang meilakukan peingadaan dan/atau Peinggunaan Seicara 

Komeirsiial Ciiptaan‖. Pasal 10 Undang-Undang Hak Ciipta Tahun 2014 

―Peingeilola teimpat peirdagangan diilarang meimbiiarkan peinjualan dan/atau 

peingadaan barang hasiil peilanggaran Hak Ciipta dan/atau Hak Teirkaiit dii teimpat 

peirdagangan yang diikeilolanya‖ 

Peinyeileisaiian seingkeita Hak Ciipta meinurut Undang-Undang Hak Ciipta 

Tahun 2014 teirdapat diipasal 95 yang beirbunyii:  

                                                 
28

Patricia Loughlan, Intellectual Property: Creative and Marketing Rights, (Australia: 

LBC Information Services, 1988), h. 3 
29

 Trias Palupi Kurnianingrum. ―The New Material On Copyright Act Number 28 Year 

2014 (Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hakc Cipta)‖, Dalam Jurnal Negara 

Hukum: Jurnal DPR RI, Volume 6, Nomor 1, (2015), h. 199.   
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a. Peinyeileisaiian seingkeita Hak Ciipta dapat diilakukan meilaluii alteirnatiif 

peinyeileisaiian seingkeita, arbiitrasei, atau peingadiilan.  
b. Peingadiilan yang beirweinang seibagaiimana diimaksud ayat (1) adalah 

Peingadiilan Niiaga.  

c. Peingadiilan laiinnya seilaiin Peingadiilan Niiaga seibagaiimana diimaksud ayat 
(2) tiidak beirweinang meinanganii peinyeileisaiian seingkeita Hak Ciipta.  

d. Seilaiin peilanggaran Hak Ciipta dan/atau Hak Teirkaiit dalam beintuk 
Peimbajakan, seipanjang para piihak yang beirseingkeita diikeitahuii 
keibeiradaannya dan/atau beirada dii wiilayah Neigara Keisatuan Reipubliik 

Iindoneisiia harus meineimpuh teirleibiih dahulu peinyeileisaiian seingkeita meilaluii 
meidiiasii seibeilum meilakukan tuntutan piidana.  

Dii dalam pasal 95 Undang-Undang Hak Ciipta Tahun 2014 iinii 

meinjeilaskan bahwa ada 2 cara bagaiimana meinyeileisaiikan seingkeita hak ciipta. 

Peirmasalahan seingkeita iinii biisa diiseileisaiikan deingan cara liitiigasii yaiitu 

Peingadiilan dan Non Liitiigasii atau alteirnatiif peinyeileisaiian seingkeita, ariibtrasei, 

meidiiasii, neigosiiasii, dll. Peingadiilan yang beirweinang untuk meingadiilii seingkeita 

hak ciipta adalah Peingadiilan Niiaga, peingadiilan seilaiin Peingadiilan Niiaga tiidak 

beirweinang meinyeileisaiikan seingkeita hak ciipta.30 

6. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim  

a. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim 

 Peirtiimbangan hakiim meirupakan salah satu aspeik yang sangat peintiing 

untuk meineintukan teirwujudnya niilaii suatu putusan hakiim, yang meinyangkut 

keiadiilan (eix aeiquo eit bono) dan beirtujuan agar peirtiimbangan hakiim 

diipeirlakukan seicara ceirmat, teipat dan hatii-hatii. yaiitu hakiim agung atau 

mahkamah agung meimbatalkan putusan yang diibuat beirdasarkan 

peirtiimbangan hakiim. Dalam meimeiriiksa peirkara, hakiim juga akan meimiinta 

alat buktii, meinggunakan hasiil peimbuktiian seibagaii alasan untuk meimutus 

peirkara. Seirtiifiikasii adalah fasei yang paliing peintiing darii proseis. Tujuan 

                                                 
 

30
 H. Hawin dan Budi Agus, Isu-Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia , 

(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press), h. 34 
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keisaksiian adalah untuk meimpeiroleih keipastiian bahwa peiriistiiwa atau fakta 

yang diikeimukakan beinar-beinar teirjadii seihiingga diipeiroleih putusan yang beinar 

dan adiil darii hakiim. Hakiim hanya dapat meingambiil keiputusan seiteilah jeilas 

bagiinya bahwa peiriistiiwa atau fakta iitu beinar-beinar teirjadii, yaiitu. diibuktiikan 

keibeinarannya seihiingga tampak adanya hubungan hukum antara para piihak.31 

Seilaiin iitu, pada hakiikatnya peirtiimbangan hakiim heindaknya juga 

meimuat teintang hal-hal seibagaii beiriikut:  

1) Pokok peirsoalan dan hal-hal yang diiakuii atau daliil-daliil yang tiidak 

diisangkal.  

2) Adanya analiisiis seicara yuriidiis teirhadap putusan seigala aspeik meinyangkut 

seimua fakta atau hal-hal yang teirbuktii dalam peirsiidangan.  

3) Adanya seimua bagiian darii peitiitum Peinggugat harus diipeirtiimbangkan atau 

diiadiilii seicara satu deimii satu seihiingga hakiim dapat meinariik keisiimpulan 

teintang teirbuktii atau tiidaknya dan dapat diikabulkan atau tiidaknya tuntutan 

teirseibut dalam amar putusan.32 

Peirtiimbangan-peirtiimbangan hakiim akan diimuat dalam putusan, 

putusan yang baiik adalah putusan yang meimeinuhii 3 unsur aspeik seicara 

beiriimbang, yaiitu seibagaii beiriikut33:  

 

 

                                                 
 

31
 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama , (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), h.140 

 
32

  Badriyah, Pertimbangan Hakim Di Indonesia , (Jawa Timur: IKAPI, 2022), h. 132 

 
33

 Jonaedi Efendi, Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim, (Jakarta: Kencana, 

2018), h. 32 
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1) Keipastiian Hukum  

 Dalam hal iinii keipastiian hukum meingiingiinkan hukum harus 

diilaksanakan dan diiteigakkan seicara teigas bagii seitiiap peiriistiiwa konkreit 

dan tiidak boleih teirdapat peinyiimpangan. Keipastiian hukum meimbeiriikan 

peirliindungan keipada masyarakat dan tiindakan seiweinang-weinang darii 

piihak laiin, dan hal iinii beirkaiitan dalam usaha keiteirtiiban dii masyarakat.  

2) Keiadiilan  

 Masyarakat seilalu beirharap agar dalam peilaksanaan atau 

peineigakan hukum, meimpeirhatiikan niilaii-niilaii keiadiilan. Hukum iitu 

meingiikat seitiiap orang, dan beirsiifat meinyamaratakan atau tiidak 

meimbandiing-bandiingkan status ataupun peirbuatan yang diilakukan oleih 

manusiia. 

3) Manfaat  

 Hukum iitu ada untuk manusiia, seihiingga masyarakat meingharapkan 

keimanfaatan darii peilaksanaan atau peineigakan hukum. Jangan sampaii 

teirjadii dalam peilaksanaan atau peineigakan hukum iitu tiimbul keireisahan 

dalam keihiidupan beirmasyarakat. 

Hakiim dalam meimutus suatu peirkara harus meimpeirtiimbangkan 

dampak-dampaknya, seipeirtii dampak sosiial maupun eikonomii darii peinjatuhan 

hukuman teirseibut. Hakiim harus fokus tiidak hanya pada dampak seihubungan 

deingan peilaku tiindak piidana, akan teitapii juga harus meimpeirtiimbangkan 

beibeirapa aspeik teirteintu, seipeirtii biiaya darii peinjatuhan hukuman dan dampak 

hukuman bagii orang laiin atau bagii anggota masyarakat. Peirtiimbangan-
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peirtiimbangan hakiim untuk sampaii pada putusan harus meimpeirhatiikan 

keiteintuan Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

teintang Keikuasaan Keimakiiman, yang meinyatakan: 

Pasal 50  

1) Putusan peingadiilan seilaiin harus meimuat alasan dan dasar putusan, juga 

meimuat Pasal teirteintu darii peiraturan peirundang- undangan yang 
beirsangkutan atau sumbeir hukum tak teirtuliis yang diijadiikan dasar untuk 

meingadiilii.  
2) Tiiap putusan peingadiilan harus diitandatanganii oleih keitua seirta hakiim yang 

meimutus dan paniiteira yang iikut seirta beirsiidang  

Pasal 53  

  
1) Dalam meimeiriiksa dan meimutus peirkara, hakiim beirtanggung jawab atas 

peineitapan dan putusan yang diibuatnya.  

2) Peineitapan dan putusan seibagaiimana diimaksud pada ayat (1) harus 
meimuat peirtiimbangan hukum hakiim yang diidasarkan pada alasan dan 

dasar hukum yang teipat dan beinar. 
 

Oleih seibab iitu, hakiim dalam meimutus peirkara teirleibiih dahulu harus 

meimpeirtiimbangkan aspeik-aspeik teirteintu agar teirciiptanya keipastiian hukum, 

keiadiilan dan keimanfaatan dalam proseis beiracara. Adapun yang peirlu 

diipeirhatiikan hakiim dalam meimpeirtiimbangkan peinjatuhan putusan yaknii 

keiteintuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP yang meinyatakan bahwa, 

―Pasal peiraturan peirundang-undangan yang meinjadii dasar peimiidanaan atau 

tiindakan dan pasal peiraturan peirundang-undangan yang meinjadii dasar 

hukum seibuah putusan, diiseirtaii deingan keiadaan yang meimbeiratkan, dan 

yang meiriingankan teirdakwa‖. Beirdasarkan hal teirseibut, maka dalam 

meimpeirtiimbangkan dan meimutuskan beirat-riingannya piidana yang diibeiriikan 
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keipada teirdakwa harus seilalu diidasarkan pada asas keiseiiimbangan antara 

keisalahan deingan peirbuatan meilawan hukumnya.34  

Dasar peirtiimbangan hakiim dalam meinjatuhkan piidana ada 2 (dua), 

yaknii peirtiimbangan yang beirsiifat yuriidiis dan peirtiimbangan yang beirsiifat non- 

yuriidiis. Adapun peinjeilasannya seibagaii beiriikut: 

1) Peirtiimbangan yang Beirsiifat Yuriidiis  

 Peirtiimbangan yang beirsiifat yuriidiis yaiitu peirtiimbangan hakiim yang 

diidasarkan pada faktor-faktor yang teirungkap dii dalam peirsiidangan dan 

oleih undang-undang teilah diiteitapkan seibagaii hal yang harus diimuat dii 

peingadiilan. Peirtiimbangan yang beirsiifat yuriidiis yaiitu seibagaii beiriikut:35  

a) Dakwaan Jaksa Peinuntut Umum  

 Dakwaan meirupakan dasar hukum acara piidana kareina beirdasar 

iitulah peimeiriiksaan dii peirsiidangan diilakukan. Dakwaan seilaiin 

beiriisiikan iideintiitas teirdakwa, juga meimuat uraiian tiindak piidana yang 

diidakwakan deingan meinyeibut waktu dan teimpat tiindak piidana iitu 

diilakukan. Dakwaan yang diijadiikan peirtiimbangan hakiim adalah 

dakwaan yang teilah diibacakan dii deipan siidang peingadiilan. 

b) Tuntutan Piidana  

 Iistiilah tuntutan piidana meirupakan teirjeimahan darii reiquiisiitor yang 

oleih Mr. M. H. Tiirtamiidjaja diiteirjeimahkan deingan tuntutan, seidang 

Mr. Wiirjono Projodiikoro meineirjeimakan deingan tuntutan teirakhiir. 

 

                                                 
 

34
 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2002), h. 321 

 
35

 Laden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan ), 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 123 



25 
 

 
 

c) Keiteirangan Saksii  

 Keiteirangan saksii dapat diikateigoriikan seibagaii alat buktii seipanjang 

keiteirangan iitu meingeinaii seisuatu peiriistiiwa piidana yang iia deingar 

seindiirii, iia liihat seindiirii, iia alamii seindiirii, dan harus diisampaiikan dii 

dalam siidang peingadiilan deingan meingangkat sumpah. Keiteirangan 

saksii meinjadii peirtiimbangan peirtama dan seilalu diipeirtiimbangkan oleih 

hakiim dalam putusannya. Keiteirangan Saksii yang diisampaiikan dalam 

siidang peingadiilan meirupakan hasiil peimiikiiran saja atau hasiil reikaan 

yang diipeiroleih darii keisaksiian orang laiin tiidak dapat diiniilaii seibagaii 

alat buktii yang sah, namun keisaksiian teirseibut diinamakan teistiimoniium 

dei audiitu.  

d) Keiteirangan Teirdakwa  

 Keiteirangan teirdakwa adalah apa yang diinyatakan teirdakwa dii 

siidang teintang peirbuatan yang iia lakukan atau yang iia keitahuii seindiirii 

atau alamii seindiirii. Keiteirangan teirdakwa seikaliigus juga meirupakan 

jawaban atas peirtanyaan hakiim, jaksa peinuntut umum ataupun darii 

peinasiihat hukum. Keiteirangan Teirdakwa diiatur dalam Pasal 189 

KUHAP, Keiteirangan iinii dapat meiliiputii keiteirangan yang beirupa 

peinolakan dan keiteirangan yang beirupa peingakuan atas seimua yang 

diidakwakan keipadanya. 

e) Barang- Barang Buktii  

 Barang buktii iialah barang yang diigunakan oleih Teirdakwa untuk 

meilakukan suatu tiindak piidana atau barang seibagaii hasiil darii tiindakan 
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piidana.Barang buktii diigunakan untuk meinguatkan Keiteirangan Saksii, 

Keiteirangan Ahlii, dan Keiteirangan Teirdakwa. Peingeirtiian barang buktii 

dii siinii adalah seimua beinda yang dapat diikeinakan peinyiitaan dan 

diiajukan oleih peinuntut umum dii deipan siidang peingadiilan.  

f) Pasal-Pasal Dalam Undang-Undang Teirkaiit  

 Dalam prakteik peirsiidangan, Pasal peiraturan hukum piidana iitu 

seilalu diihubungkan deingan peirbuatan teirdakwa. Dalam hal iinii, 

peinuntut umum dan hakiim beirusaha untuk meimbuktiikan dan 

meimeiriiksa meilaluii alat-alat buktii teintang apakah peirbuatan teirdakwa 

teilah atau tiidak meimeinuhii unsurunsur yang diirumuskan dalam Pasal 

peiraturan hukum piidana. 

2) Peirtiimbangan yang Beirsiifat Non Yuriidiis 

 Peirtiimbangan-peirtiimbangan yang diidasarkan pada subjeiktiifiitas 

Hakiim teirhadap Teirdakwa, yang teirdiirii darii keiadaan-keiadaan seibagaii 

beiriikut 36  

a) Latar beilakang teirdakwa  

 Latar beilakang peirbuatan teirdakwa adalah seitiiap keiadaan yang 

meinyeibutkan tiimbulnya keiiingiinan seirta dorongan keiras pada diirii 

teirdakwa dalam meilakukan tiindak piidana.  

b) Akiibat peirbuatan teirdakwa  

 Peirbuatan piidana yang diilakukan teirdakwa sudah pastii meimbawa 

korban ataupun keirugiian pada piihak laiin. Bahkan akiibat darii peirbuatan 

                                                 
 

36
 Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, (Bandung: Citra Mustika, 

2017), h. 116 
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teirdakwa darii keijahatan yang diilakukan teirseibut dapat pula 

beirpeingaruh buruk keipada masyarakat luas, paliing tiidak keiamanan 

dan keiteintraman meireika seinantiiasa teirancam.  

c) Kondiisii diirii teirdakwa  

 Kondiisii teirdakwa adalah keiadaan fiisiik maupun psiikiis teirdakwa 

seibeilum meilakukan keijahatan, teirmasuk pula status sosiial yang 

meileikat pada teirdakwa. Keiadaan fiisiik yang diimaksudkan adalah usiia 

dan tiingkat keideiwasaan. Seimeintara keiadaan psiikiis adalah beirkaiitan 

deingan peirasaan yang dapat beirupa teikanan darii orang laiin, piikiiran 

seidang kacau, keiadaan marah dan laiin-laiin. Adapun yang diimaksud 

deingan status sosiial adalah preidiikat yang diimiiliikii teirdakwa dalam 

masyarakat. 

b. Dasar Pertimbangan Hakim  

Putusan hakiim meirupakan puncak darii peirkara yang diipeiriiksa dan 

diitanganii oleih hakiim. Hakiim meimbuat keiputusannya pada poiin-poiin beiriikut:  

1) Meimutuskan dalam peiriistiiwa iitu apakah teirdakwa meilakukan tiindak 

piidana yang diidakwakan keipadanya.  

2) Meimutuskan deingan undang-undang apakah peirbuatan yang diilakukan 

oleih teirdakwa meirupakan keijahatan dan apakah teirdakwa beirsalah dan 

dapat diipiidana.  

3) Keiputusan meingeinaii piidananya, jiika teirdakwa beinar-beinar dapat 

diipiidana.37  

                                                 
 

37
 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. (Bandung : Alumni,1986). h.74 
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Peiraturan peirundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 teintang 

Keikuasaan Keihakiiman, Pasal 8 Ayat (1) meinyeibutkan: 

“Seitiiap orang yang diisangka, diitangkap, diitahan, diituntut, dan atau 

diihadapkan dii muka siidang peingadiilan, wajiib diianggap tiidak beirsalah 

sampaii adanya putusan peingadiilan dan meinyatakan keisalahannya dan 

meimpeiroleih keikuatan hukum teitap”.  

Pasal 1 butiir 11 KUHAP meinyeibutkan bahwa: ―Putusan peingadiilan 

adalah peirnyataan hakiim yang diiucapkan dalam siidang peingadiilan teirbuka, 

yang dapat beirupa peimiidanaan atau beibas atau leipas darii seigala tuntutan 

hukum dalam hal seirta meinurut cara yang diiatur dalam Undang-Undang iinii.‖ 

Seiluruh putusan peingadiilan diikatakan sah dan meingiikat apabiila diiumumkan 

dii deipan siidang umum. Diikatakan suatu putusan hakiim meiliiputii dua hal, yaiitu 

meingandung apa yang diipeirlukan dan diinyatakan dalam siidang umum. 

Seiorang hakiim harus meingiisii iinii dalam seitiiap proseis peingambiilan keiputusan. 

Putusan piidana diiatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang meineintukan 

―Jiika peingadiilan beirpeindapat bahwa teirdakwa beirsalah meilakukan tiindak 

piidana yang diidakwakan keipadanya, maka peingadiilan meinjatuhkan piidana. 

Seiorang hakiim haruslah iindeipeindein, tiidak meimiihak keipada siiapapun juga, 

dalam peirsiidangan seimuanya diipeirlakukan sama.‖ 

Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 teintang keikuasaan 

keihakiiman, tugas hakiim meingadiilii peirkara meimiiliikii beisaran meineiguhkan 

keiadiilan dan meineigakkan hukum. Hakiim harus beibas meinjalankan jabatannya 

dan tiidak boleih meimpeingaruhii atau meimiihak. Dalam hal keibeibasan teirseibut 
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iitu juga diiatur oleih beibeirapa keiteintuan, yaiitu Pasal 24 Undang-Undang Dasar 

Neigara Reipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 yang meinyatakan bahwa 

peinyeileinggaraan peiradiilan iitu meirdeika untuk meineigakkan hukum dan 

keiadiilan. Hakiim akan meingiingat hal-hal beiriikut keitiika meimbuat 

keiputusannya: 38 

1) Faktor Yuriidiis, yaiitu Undang-Undang dan teiorii-teiorii yang beirkaiitan 

deingan kasus atau peirkara.  

2) Faktor Non Yuriidiis, yaiitu meiliihat darii liingkungan dan beirdasarkan hatii 

Nuranii darii hakiim iitu seindiirii. 

Tugas utama hakiim yaiitu meimutus peirkara yang dii hadapannya, yang 

dalam peirkara piidana tiidak leipas darii siisteim peimbuktiian neigatiif (neigatiif 

weitteirliijkei), yang iintiinya meineintukan bahwa suatu beinar atau peiriistiiwa atau 

keisalahan teirbuktii. beirlaku Seilaiin alat buktii yang sah, alat buktii yang sah juga 

diiteintukan oleih keiyakiinan hakiim beirdasarkan iinteigriitas dan kreidiibiiliita moral 

yang baiik.39  

B.  Penelitian Terdahulu  

Adapun peineiliitiian teirdahulu yang diigunakan dalam peineiliitiian iinii antara 

laiin seibagaii beiriikut: 

1. Wiinda Heirma Yunii (2018) deingan peineiliitiian Tiinjauan Yuriidiis Teirhadap 

Peinanggulangan Peilanggaran Hak Ciipta Diitiinjau Darii Undang-Undang 

                                                 
 

38
 Samudra Putra Indratanto, Nurainun, and Kristoforus Laga Kleden, 2020, ―Asas 

Kepastian Hukum Dalam Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Berbentuk Peraturan 

Lembaga Negara Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang,‖ Jurnal Imu Hukum, 

Volume 16, Nomor 1, (2021), h. 145  

 
39

 Riduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, (Jakarta: 

Pustaka Kartini, 2018), h. 83 
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Nomor 28 Tahun 2014 Teintang Hak Ciipta. Peineiliitiian iinii meimiiliikii 

keisamaan dalam hal meingeinaii objeik kajiian yaiitu sama-sama meingkajii 

dalam meingeinaii tiinjauan yuriidiis peilanggaran hak ciipta. Namun peineiliitiian 

iinii meimiiliikii peirbeidaan yaiitu focus peineiliitiian yang mana pada peineiliitiian 

teirdahulu teirdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Teintang 

Hak Ciipta, seidangkan peineiliitii teirdapat pada studii kasus Putusan Peirkara 

Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Ciipta/2022/PN Jkt.Pst)  

2. M. Iilham Wiicaksono, (2018), deingan judul peineiliitiian Analiisiis Yuriidiis 

Putusan Hakiim Teintang Gugatan Hak Ciipta ((Studii Kasus Putusan 

Peirkara No.23/Pdt.Sus-Hak Ciipta/2019/PN.Niiaga.JktPst). Peineiliitiian iinii 

meimiiliikii keisamaan dalam hal meingeinaii objeik kajiian yaiitu meingeinaii 

analiisiis yuriidiis gugatan peilanggaran hak ciipta. Namun peineiliitiian iinii 

meimiiliikii peirbeidaan yaiitu fokus kajiian pada peineiliitiian teirdahulu meingeinaii 

studii kasus (Studii Kasus Putusan Peirkara No.23/Pdt.Sus-Hak 

Ciipta/2019/PN.Niiaga.JktPst), seidangkan pada peineiliitii yaknii meingeinaii 

kasus Putusan Peirkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Ciipta/2022/PN Jkt.Pst) 

3. Rahmat Riizkii Saputra, (2023), deingan judul peineiliitiian Tiinjauan Yuriidiis 

Teirhadap Peilanggaran Hak Ciipta PT. Viizta Pratama Iinul Viizta Manado 

((Studii Putusan MA NO. 392K/PDT.SUS.HKIi/2013). Peineiliitiian iinii 

meimiiliikii keisamaan dalam hal meingeinaii objeik kajiian yaiitu tiinjauan yuriidiis 

teirhadap peilanggaran hak ciipta. Namun peineiliitiian iinii meimiiliikii peirbeidaan 

yaiitu fokus kajiian pada peineiliitiian teirdahulu teirdapat pada peilanggaran hak 

ciipta oleih PT. Viizta Pratama Iinul Viizta Manado dalam studii Putusan MA 
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NO. 392K/PDT.SUS.HKIi/2013, seidangkan yang peineiliitii lakukan yaiitu 

meingeinaii studii kasus Putusan Peirkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak 

Ciipta/2022/PN Jkt.Pst. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Meitodei yang diigunakan dalam peineiliitiian adalah eileimein peintiing dalam 

meingeivaluasii kualiitas suatu peineiliitiian. Tanpa meitodei yang baiik, seiorang 

peineiliitii akan keisuliitan dalam meineimukan, meirumuskan, meinganaliisiis, atau 

meimeicahkan masalah teirteintu seirta meingungkapkan keibeinaran. Jeiniis 

peineiliitiian yang diigunakan peinuliis adalah peineiliitiian yuriidiis normatiif, yaiitu 

studii dokumeintasii yang beirsiifat deiskriiptiif. Peineiliitiian hukum iinii diilakukan 

deingan cara meineiliitii bahan pustaka atau data seikundeir, yang diiseibut juga 

seibagaii peineiliitiian hukum keipustakaan.40  Peineiliitiian hukum normatiif 

(normatiivei law reiseiarch) meinggunakan studii kasus normatiif beirupa produk 

peiriilaku hukum, miisalnya meingkajii undang-undang. Pokok kajiiannya adalah 

hukum yang diikonseipkan seibagaii norma atau kaiidah yang beirlaku dalam 

masyarakat dan meinjadii acuan peiriilaku seitiiap orang. Seihiingga peineiliitiian 

hukum normatiif beirfokus pada iinveintariisasii hukum posiitiif, asas-asas dan 

doktriin hukum, peineimuan hukum, siisteimatiika hukum, taraf siinkroniisasii, 

peirbandiingan hukum dan seijarah hukum. 41 

Peineiliitiian iinii beirsiifat deiskriiptiif, yang meirupakan suatu peindeikatan 

peineiliitiian yang meinguraiikan karakteiriistiik darii populasii atau feinomeina yang 

seidang diiseiliidiikii.  Deingan deimiikiian, fokus utama darii meitodei peineiliitiian iinii

                                                 
 

40
 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Press, 2007), h.52  

41
 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.157.  
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 adalah meimbeiriikan peinjeilasan meindalam   teintang   objeik   peineiliitiian. Hasiil 

peineiliitiian iinii teintu saja akan meimbeiriikan gambaran yang riincii meingeinaii 

objeik peineiliitiian teirseibut. Peineiliitiian deiskriiptiif meiniitiikbeiratkan pada 

peimahaman masalah-masalah aktual seibagaiimana adanya pada saat peineiliitiian 

diilakukan meindalam. Peindeikatan iinii beirtujuan untuk meinggalii pandangan, 

seirta meingumpulkan peingalaman yang diipeirlukan guna meimpeiroleih 

iinformasii atau data yang reileivan.42 

B. Pendekatan Penelitian  

1. Peindeikatan Undang-Undang (Statutei Approach)  

Peiteir Mahmud Marzukii meingartiikan peindeikatan undang-undang bahwa 

Peindeikatan undang-undang (statutei approach) diilakukan deingan meineiliitii 

seimua reigulasii dan undang-undang yang teirkaiit deingan peirmasalahan yang 

seidang diiseiliidiikii. Peindeikatan peirundang-undangan iinii meinggunakan leigiislasii 

dan reigulasii. Dalam peineiliitiian normatiif, peinggunaan peindeikatan hukum posiitiif 

meinjadii suatu keiharusan kareina fokus dan teima seintral peineiliitiian adalah 

beirbagaii aturan hukum.43 Dalam peineiliitiian iinii, peirundang-undangan yang 

diigunakan peinuliis adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Teintang 

Hak Ciipta, dan peiraturan peirundang-undangan laiin yang beirkaiitan deingan 

peineiliitiian iinii. 

2. Peindeikatan Kasus (Casei Approach) 

Peindeikatan kasus dalam peineiliitiian normatiif beirtujuan untuk 

                                                 
 

42
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek , (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002), h. 126. 
43

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Surabaya: Universitas Airlangga, 2010), h. 

139  



34 
 

 
 

meimpeilajarii peineirapan norma-norma atau kaiidah hukum yang diilakukan 

dalam praktiik hukum. Peindeikatan jeiniis iinii biiasanya diigunakan meingeinaii 

kasus-kasus yang teilah meindapat putusan. Kasus-kasus teirseibut beirmakna 

eimpiiriik, namun dalam suatu peineiliitiian normatiif, kasus-kasus teirseibut dapat 

diipeilajarii untuk meimpeiroleih suatu gambaran teirhadap dampak diimeinsii 

peirnormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktiik hukum, seirta 

meinggunakan hasiil analiisiisnya untuk bahan masukan (iinput) dalam eiksplanasii 

hukum.44 

C. Sumber Data  

Dalam peineiliitiian hukum normatiif, bahan pustaka diianggap seibagaii 

sumbeir data seikundeir, suatu iistiilah dalam iilmu peineiliitiian yang meirujuk pada 

data yang diipeiroleih darii sumbeir-sumbeir teirtuliis. Jeiniis bahan hukum yang 

diigunakan dalam peineiliitiian iinii meincakup bahan hukum priimeir, seikundeir, dan 

teirsiieir.45 

1. Bahan Hukum Priimeir  

Bahan hukum priimeir meirupakan sumbeir data yang meimiiliikii keiwajiiban 

hukum dan beirsiifat meingiikat, seipeirtii peiraturan peirundang-undangan yang 

teirkaiit deingan objeik peineiliitiian. Seibagaii contoh, UUD 1945 diianggap seibagaii 

bahan hukum priimeir yang meimiiliikii otoriitas teirtiinggii. Dalam peineiliitiian iinii, 

bahan priimeir yang diigunakan adalah dalam:  

 

                                                 
 

44
 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010), h. 157. 

 
45

 Rusdin Tahir, dkk, Metodologi Penelitian Bidang Hukum, (Jambi: Son Pedia 

Publishing, 2020), h. 16  
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2. Bahan Hukum Seikundeir  

Meirupakan bahan yang meimbeiriikan peinjeilasan teirhadap bahan hukum 

priimeir. Contoh bahan hukum seikundeir dalam peineiliitiian iinii meiliibatkan buku 

meingeinaii hukum liingkungan dan seibagaiinya seirta skriipsii, diiseirtasii, dan 

artiikeil iilmiiah yang juga meimbahas meingeinaii greiein constiitutiion pada 

liingkungan hiidup.  

3. Bahan Hukum Teirsiieir  

Meirupakan bahan yang meimbeiriikan iinformasii dan peitunjuk teirhadap 

bahan hukum priimeir dan seikundeir. Dalam peineiliitiian iinii, bahan hukum teirsiieir 

meincakup Kamus Beisar Bahasa Iindoneisiia (KBBIi). Bahan hukum teirsiieir 

beirfungsii seibagaii sumbeir iinformasii dan peinjeilasan teirhadap bahan hukum 

laiinnya.46 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam upaya meimpeirmudah peineiliitiian, teirutama dalam meinghadapii 

peimbahasan peirmasalahan, meitodei umum yang diigunakan adalah studii 

keipustakaan, yang meiliibatkan peingkajiian iinformasii teirtuliis (Liibrary Reiseiarch) 

meingeinaii hukum darii beirbagaii sumbeir yang seicara luas diipubliikasiikan. 

Meitodei iinii diipeirlukan khususnya dalam peineiliitiian normatiif dan studii 

dokumeinteir teirhadap bahan-bahan hukum priimeir, seikundeir, dan teirsiieir. Studii 

dokumeinteir, pada dasarnya, adalah suatu jeiniis peineiliitiian yang meingeivaluasii 

beirbagaii dokumein, teirmasuk peiraturan peirundang-undangan dan dokumein-

                                                 
 

46
 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 29-33 
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dokumein yang teilah ada, deingan meingumpulkan keiteintuan-keiteintuan 

peirundang-undangan, makalah, liiteiratur, dan artiikeil yang teirkaiit deingan topiik 

peirmasalahan peinuliis. Deingan deimiikiian, peineiliitiian iinii beirtujuan untuk 

meimpeiroleih landasan teiorii yang dapat diigunakan untuk meinyusun peindapat 

atau pandangan dalam peineiliitiian teirseibut.47 

E.  Analisa Data  

Dalam peineiliitiian hukum normatiif, analiisiis bahan hukum meirupakan 

suatu proseis untuk meingiinteirpreitasii atau meimbeiriikan makna teirhadap suatu 

mateirii hukum. Meitodei analiisiis yang diiteirapkan dalam peineiliitiian hukum 

normatiif adalah analiisiis kualiitatiif. Analiisiis kualiitatiif meirujuk pada proseis 

analiisiis data yang tiidak meiliibatkan angka, meilaiinkan meimbeiriikan gambaran 

deiskriiptiif deingan kata-kata teirhadap teimuan-teimuan. Proseis peindeiskriipsiian 

diilakukan untuk meineintukan iisii atau makna darii bahan hukum yang 

diiseisuaiikan deingan topiik peirmasalahan yang seidang diiangkat. Seiteilah 

teirkumpul, bahan hukum keimudiian diianaliisiis seicara deiskriiptiif kualiitatiif, 

yaknii suatu analiisiis yang meinggambarkan keiadaan seibeinarnya meingeinaii 

fakta-fakta teirteintu.48 

 

 

 

 

 

                                                 
47

 Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan 

Disertasi, (Jakarta: RajawaliPers, 2013), h. 19. 

 
48

 Devi Rahayu dan Djulaeka, Metode Penelitian Hukum, (Surabaya: Scopindo Media 

Pustaka, 2019), h. 113 
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BAB V  

KESIMPULAN  

A. Kesimpulan  

Beirdasarkan uraiian yang teilah diibahas pada bab peimbahasan meingeinaii 

Analiisiis Yuriidiis Putusan Hakiim Teintang Peilanggaran Hak Ciipta (Studii Kasus 

Putusan Peirkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Ciipta/2022/PN Jkt.Pst) yang teilah 

diiuraiikan pada bab seibeilumnya, maka dapat peinuliis siimpulkan bahwa :  

1. Analiisiis Yuriidiis Putusan Hakiim Teintang Peilanggaran Hak Ciipta (Studii 

Kasus Putusan Peirkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Ciipta/2022/PN Jkt.Pst) 

Kasus Hasan Azhari lawan PT Gojo Gojek Tokopedia, Tbk, 

menurut penulis memiliki potensi untuk mempengaruhi regulasi hak cipta 

dan kebijakan pemerintah terkait industri digital di Indonesia. Dengan nilai 

gugatan yang sangat besar dan klaim pelanggaran hak cipta, kasus ini 

dapat menjadi titik tolak bagi perubahan dalam cara hukum menangani 

isu- isu kekayaan intelektual di era digital.  

Keputusan pengadilan ini akan menjadi preseden penting yang 

dapat membentuk kebijakan hak cipta di masa depan. Namun jika putusan 

pengadilan berpihak pada Gojek, hal ini dapat memberikan kejelasan 

hukum yang lebih besar bagi para pelaku industri digital. Dengan adanya 

kasus seperti ini pemerintah mungkin akan mempertimbangkan untuk 

memperkuat pasal-  pasal yang mengatur perlindungan hak cipta dalam 

UU Hak Cipta serta menambah ketentuan- ketentuan baru yang lebih 

relevan dengan kondisi industri digital saat ini. 
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Maka dari itu, dapat dipahami bahwa dengan adanya kasus hukum 

antara Hasan Ashari dan PT Goto Gojek Tokopedia, Tbk, telah 

memberikan dampak yang signifikan, terhadap ekosistem startup di 

Indonesia serta berpotensi mempengaruhi regulasi hak cipta dan kebijakan 

pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan ini tidak 

hanya menciptakan ketidakpastian hukum bagi para pelaku industri, tetapi 

juga dapat menghambat inovasi dan investasi disektor startup. 

Ketidakpastian ini berpotensi membuat para pendiri startup ragu untuk 

mengembangkan ide- ide baru, mengingat resiko litigasi yang mungkin 

mereka hadapi. 

Oleh karena itu, pentingnya perlindungan hak cipta dalam 

mendukung inovasi dalam ekosistem startup tidak dapat diabaikan. 

Perlindungan yang efektif terhadap hak cipta akan memberikan rasa aman 

bagi para pencipta dan pelaku industri untuk berinovasi tanpa takut akan 

resiko hukum yang tidak perlu. Dengan demikian reformasi regulasi hak 

cipta dan kebijakan pemerintah yang lebih adaptif terhadap perkembangan 

teknologi menjadi sangat krusial untuk memastikan keberlangsungan dan 

pertumbuhan ekosistem startup di Indonesia ke depan.  

2. Pertimbangan hakim dalam memutuskan pelanggaran hak cipta yang ada 

pada putusan perkara Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst  

Dasar peirtiimbangan hakiim meinyiimpulkan bahwa objeik yang 

diigugat leibiih beirupa meitodei biisniis dan cara keirja peimeisanan ojeik onliinei 

beirbasiis iinteirneit, yang tiidak teirmasuk dalam kateigorii karya ciipta yang 
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diiliindungii. Majeiliis Hakiim meinolak gugatan seicara keiseiluruhan dan 

meimbeibankan biiaya peirkara keipada Peinggugat. 

Akibat hukum atas dugaan pelanggaran hak cipta dalam Putusan Perkara 

Nomor 96/Pdt.Sus-Hak Cipta/2022/PN Jkt.Pst 

Akiibat hukum darii kasus teirseibut tiidak meiniimbulkan tanggung 

jawab hukum bagii Para Teirgugat, kareina Majeiliis Hakiim meimutuskan 

bahwa karya yang diijadiikan dasar gugatan oleih Peinggugat bukan 

meirupakan objeik yang diiliindungii oleih Undang-Undang Hak Ciipta. 

Deingan deimiikiian, Para Teirgugat tiidak teirbuktii meilakukan peilanggaran 

hak ciipta. Seibaliiknya, bagii Peinggugat, akiibat hukumnya adalah gugatan 

yang diiajukan diinyatakan tiidak beirdasar hukum, seihiingga tiidak 

meimpeiroleih peirliindungan atau peimeinuhan hak seibagaiimana yang 

diimohonkan dalam peitiitum. 

akibat hukum lain dari putusan ini tidak ada pelanggaran hak cipta 

yang terbukti disini, karena pengadilan sudah memutuskan bahwa tidak 

ada cukup bukti hukum bahwa karya Hasan dilanggar oleh GoTo atau 

Nadiem, dengan ini tidak ada akibat hukum terhadap tergugat. Dan klaim 

hak cipta ini ditolak, hak penggugat atas ciptaan tersebut tidak diakui 

dalam konteks gugatan ini, yang artinya tidak ada pengakuan dari 

pengadilan bahwa penggugat adalah pencipta sah dari karya dimaksud dan 

tidak ada perlindungan hukum lebih lanjut terhadap ciptaan tersebut 

berdasarkan gugatan ini. 
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Disisi lain, menurut penulis penggugat menanggung biaya perkara 

karena gugatan ditolak, penggugat harus membayar biaya perkara di 

tingkat pengadilan niaga serta tidak ada ganti rugi disebutkan dalam 

putusan tersebut karena permintaan ganti rugi Rp 41,9 triliun tidak di 

kabulkan. Akibatnya penggugat tidak memperoleh kompensasi apapun 

dari tergugat. Penulis juga memahami bahwa kesimpulan dari putusan ini 

ialah dugaan pelanggaran tentang hak cipta ini dinyatakan tidaklah 

terbukti adanya dugaan menggunakan atau menyalin karya tersebut 

sehingga tidak timbul akibat hukum terhadap pihak yang tergugat. Tetapi 

sebaliknya penggugat menanggung kerugian berupa biaya perkara dan 

kehilangan peluang untuk mendapat pengakuan atau ganti rugi. 

B. Saran  

1. Peimeiriintah diisarankan untuk meiniingkatkan sosiialiisasii dan eidukasii keipada 

masyarakat meingeinaii batasan dan ruang liingkup peirliindungan hak ciipta, 

khususnya peirbeidaan antara karya yang dapat diiliindungii dan iidei atau 

meitodei yang tiidak teirmasuk dalam peirliindungan.  Seilaiin iitu, peimeiriintah 

diiharapkan meimpeirluas akseis teirhadap layanan hukum dan konsultasii 

keikayaan iinteileiktual seicara gratiis atau teirjangkau. Bagii peilaku usaha, 

peintiing untuk meimahamii bahwa iidei atau siisteim biisniis tiidak dapat 

diiliindungii oleih hak ciipta, seihiingga meireika harus meilakukan konsultasii 

hukum seibeilum meingklaiim atau meinggunakan karya teirteintu. Seimeintara 

iitu, masyarakat peirlu meinyadarii bahwa tiidak seimua beintuk karya atau 
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peimiikiiran dapat seicara otomatiis diiliindungii oleih hak ciipta, teirutama jiika 

masiih beirupa iidei atau meitodei. 

2. Peilaku usaha diianjurkan untuk seigeira meindaftarkan karya oriisiinal yang 

meimiiliikii niilaii eikspreisiif kei Diireiktorat Jeindeiral Keikayaan Iinteileiktual agar 

meimpeiroleih peirliindungan hukum yang sah dan meinghiindarii poteinsii 

seingkeita dii masa deipan.  Seilaiin iitu, peilaku usaha harus beirhatii-hatii dalam 

meinggunakan karya piihak laiin dan meimastiikan tiidak meilanggar hak 

keikayaan iinteileiktual. 
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